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Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian 

kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 

yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna dalam rangka 

mendukung pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam 

dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 yakni dengan Visi Bupati 

terpilih adalah “Masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka 

keimanan dan budaya tempatan”  dan misi ke-4 yaitu Membuka keterisoliran 

daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan 

pembukaan jalan.  

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) 

tahun mendatang yang tertera didalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 adalah : 

NO. TUJUAN SASARAN 

1. Meningkatkan aksesbilitas 

daerah; 

Meningkatnya akses jalan kabupaten; 

2. Mencegah kerusakan wilayah 

pesisir; 

Terwujudnya pengamanan wilayah pesisir; 

3 Meningkatkan daerah layanan 

irigasi; 

Meningkatnya daerah layanan irigasi; 

4. Meningkatkan kapasitas 

infrastruktur dasar lingkungan 

daerah; 

Meningkatkan kualitas pengendalian banjir; 

Meningkatnya kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas air baku; 

Terwujudnya Kabupaten Natuna terang 

benderang; 
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NO. TUJUAN SASARAN 

5. Meningkatkan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; 

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; 

6. Meningkatkan kualitas tata 

bangunan serta keandalan 

bangunan gedung dan bangun-

bangunan; 

Terwujudnya tertib perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

7. Meningkatkan layanan informasi 

jalan daerah; 

Tersedianya database jalan dan jembatan 

yang terbaharui; 

8. Mewujudkan tertib 

penyelenggaraan jasa 

konstruksi. 

Meningkatnya kapasitas layanan jasa 

konstruksi. 

 

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja program yang capaiannya 100% = 3 

program, >100% = 9 program dan < 100% = 6 program sesuai dengan rencana 

(target) yang telah ditetapkan pada awal tahun. 

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang 

ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Natuna dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna khususnya anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 

151.698.699.260,- (Seratus lima puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh 

delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) 

dan pada DPPA menjadi Rp. 149.415.110.800,- (Seratus empat puluh sembilan 

milyar empat ratus lima belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)  

sedangkan realisasi anggaran s.d 31 Desember 2019 mencapai Rp. 

139.766.467.854,26 (Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh 

enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat koma 

dua puluh enam rupiah) atau dengan serapan dana mencapai 93,54 %, dengan sisa 

anggaran Rp. 9.648.642.945,74,- (Sembilan milayar enam ratus empat puluh 
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delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima 

koma tujuh puluh empat rupiah).  

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. 

Sementara Belanja Tidak langsung (BTL) sebagai penunjang kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 7.705.282.345,- (Tujuh milyar 

tujuh ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima  

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.602.122.171,00,- (Tujuh milyar enam ratus 

dua juta dua seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu  rupiah) atau 98.66 

%. 

Realisasi anggaran meningkat pada triwulan IV karena terdapat beberapa kendala 

dan tindaklanjutnya diperlukan langkah – langkah antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rencana penyerapan anggaran 

terutama untuk pengadaan barang/jasa dan belanja modal agar proses lelang 

dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga pada Triwulan I (satu) 

pelaksanaan anggaran ada proses penyerapan anggaran; 

2. Menghindari potensi revisi DPA akibat pergeseran dan pengurangan anggaran; 

3. APBD-P agar ditetapkan lebih awal, paling lambat pada pertengahan tahun 

anggaran. Dengan adanya percepatan penetapan APBD-P waktu pelaksanaan 

anggaran lebih lama sampai akhir tahun sehingga lebih optimal dalam 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; 

4. Peningkatan komitmen pimpinan masing-masing unit eselon III dan IV dalam 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melekat dalam rangka 

meningkatkan kinerja organisasi dan integritas pegawai sebagai bentuk 

pengawasan atasan langsung sampai individu pegawai dan pelaksanaan 

sistem pengendalian intern. 

 Dari 18 (delapan belas) program terdapat 10 (sepuluh) program yang mendukung 

secara langsung pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

sementara 8 (delapan) program mendukung tidak secara langsung. Pagu anggaran 

program yang mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja utama 

adalah sebesar Rp. 125.164.633.000,- (Seratus dua puluh lima milyar seratus enam 

puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 83,77 % dari pagu 
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anggaran belanja langsung keseluruhan, sementara yang mendukung secara tidak 

langsung sebesar Rp 24.250.477.800,- (Dua puluh empat milyar dua ratus lima 

puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau 16,23 % 

dari pagu belanja langsung. 

Demikian penyusunan Laporan Kinerja ini, semoga dapat memberikan gambaran 

yang jelas, transparan dan dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019. Selain itu juga diharapkan dapat memberi 

pencerahan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam mencermati berbagai 

permasalahan yang dihadapi sehingga program di tahun mendatang dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2019 ini disusun sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan dalam rangka mencapai Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021. Di 

dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis 

tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. 
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A. Umum 

Kepemerintahan yang akuntable merupakan suatu keharusan yang perlu 

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi, misi pembangunan daerah 

sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan 

yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif 

dan efisien untuk mencerminkan kinerja secara optimal. 

 
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparasi dan 

akuntabilitas pegelolaan keuangan sekaligus kinerja. Muara tuntutan ini pada 

initinya adalah terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good 

Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak 

(impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. 

 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna sebagai 

instansi pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

LAKIP kepada Bupati. Penyampaian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  Kabupaten Natuna tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai 

perwujudan kewajiban untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang  Kabupaten Natuna yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dalam RENSTRA 2016 – 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang  Kabupaten Natuna, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2019. 

Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk 

memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten 

Natuna di masa yang akan datang. 



 

 

 

B. Landasan Hukum 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  Tahun 2019 ini disusun dengan landasan hukum :  

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  



 

 

 
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Keempat Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah 

Kabupaten Natuna. 

 

C. Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

1. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2018 Nomor 8), kemudian dipertegas dalam Peraturan Bupati 

Natuna Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah 

Kabupaten Natuna. 

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Kabupaten Natuna terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris membawahi : 

 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

3. Bidang Bina Marga membawahi : 

 3.1 Seksi Jasa Konstruksi; 

 3.2 Seksi Pembanguna Jalan dan Jembatan; 

 3.3 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

4. Bidang Penataan Ruang; 



 

 

 

 4.1 Seksi Perencanaan Tata Ruang; 

 4.2 Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; 

 4.3 Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang; 

5. Bidang Sumber Daya Air; 

 5.1 Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air; 

 5.2 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; 

 5.3 Seksi Penataangunaan Jaringan Sumber Daya Air; 

6. Kelompok Jabatan Funfsional. 

 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas dengan ikhtisar menetapkan,  

mengkoordinasikan, merumuskan pengawasan, evaluasi dan 

penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang , untuk Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan 

Masyarakat di bidang Pekerjaan Umum. 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

mengkordinasi, merumuskan kebijakan dan menetapkan keputusan, 

merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Natuna di 

Bidang Bina Marga, Penataan Ruang dan Sumber Daya Air sesuai 

dengan ketentuan kewenangan kewenangan   Pemerintah   Kabupaten 

Natuna serta    peraturan    perundang–undangan,   serta mempunyai 

tugas Melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas 

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

1. Merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  teknis  dan operasional 

dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

2. Menetapkan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 

 



 

 

 
3. Mengkoordinasikan   serta   melaksanakan   pembinaan kewenangan 

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

4. Merumuskan pengawasan, pengendalian, pengembangan 

rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan 

pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

5. Menetapkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi 

umum      meliputi      ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan dan peralatan serta aset lainnya; 

6. Mengkoordinasikan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan oleh bupati. 

 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan    kegiatan    Kesekretariatan,    meliputi    : administrasi 

umum,     kepegawaian,     perencanaan program dan anggaran  

serta  evaluasi,  pengelolaan keuangan, peralatan dan 

perlengkapan dinas, ketatausahaan, dan rumah tangga; 

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; 

3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan 

teknis  di  Bidang  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang, yang 

meliputi Bina Marga, Penataan Ruang, Sumber Daya Air serta 

Kesekretariatan; 

4. Penyelenggaraan     urusan     pemerintahan     dan pelaksanaan 

pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, 

yang meliputi Bina Marga, Penataan Ruang, Sumber Daya Air serta 

Kesekretariatan; 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang, yang meliputi Bina Marga, Penataan Ruang, 

Sumber Daya Air serta Kesekretariatan; 

6. Penyelenggaraan   pengawasan   dan   pengendalian   di bidang 

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; 

 



 

 

 
7. Pelaksanaan tugas lain di  bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang yang diserahkan oleh Bupati. 

 

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar Berikut ini :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna 

 

 



 

 

 

2. Sumber Daya Manusia 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna didukung oleh 60 (enam 

puluh) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. 

Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diklasifikasikan ke dalam 4 

(empat) golongan, meliputi : SLTA, D-3, D-4/S-1 dan S-2. Rincian jumlah 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna 

berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 1.2. Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah 

golongan berpendidikan D-4/S-1, yaitu 25 (dua puluh lima) orang, yang 

kemudian diikuti golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah sebesar 22 

(dua puluh dua) orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna telah 

memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai. Bahkan 

total jumlah pegawai yang berpendidikan D-4/S-1 dan S-2 mencapai 30 
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orang, atau sekitar 50 % dari total pegawai yang dimiliki Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada tahun 2019. 

Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Natuna, dapat ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 1.3. Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjanan dan Non Sarjana 

 

3. Permasalahan Utama Organisasi 

Sebagai Dinas yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang tidak terlepas dari berbagai permasalahan/kendala yang 

dihadapi pada tahun 2019 ini, antara lain : 

3.1. Kondisi geografis daerah menyulitkan akses masyarakat menuju 

tempat pelayanan umum, sehingga pembangunan sarana dan 

prasarana jalan dan jembatan masih perlu untuk ditingkatkan; 

3.2. Masih perlunya penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Natuna. 

3.3. Masih banyak daerah aliran sungai ( DAS ) yang belum terinventarisasi 

sehingga menyulitkan pengembangan fasilitas  pengairan; 

3.4. Penataan drainase perkotaan yang belum baik; 
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3.5. Kondisi geografis sebagian besar di kecamatan merupakan daerah 

pantai sehingga masih perlu dibangun sarana dan prasarana 

pengaman pantai; 

3.6. Data base Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya yang 

belum tersedia, sehingga sulit untuk menginventarisasi keadaan 

eksisting yang telah dibangun; 

3.7. Belum tersedianya Laboratorium dan Gudang Workshop yang 

menunjang pekerjaan Pengujian; 

3.8. Belum tersedia alat-alat berat yang berguna untuk memperlancar 

kegiatan pembangunan dan pemliharaan infrastruktur; 

 

4. Sistematika Laporan 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LAKIP 2019 ini diuraikan tentang 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna, 

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Kabupaten Natuna 

2019, Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   

Kabupaten Natuna 2019, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi 

yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang   Kabupaten Natuna maupun pemerintah daerah di masa 

mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar 

dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut : 

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang   dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna 

Tahun 2019; 

Bab I – Pendahuluan, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan 

laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga 

gambaran umum struktur organisasi serta sistematika pelaporan; 



 

 

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan rencana 

strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Kabupaten Natuna 

untuk periode 2016 – 2021, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2019; 

Bab – III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menguraikan analisis 

pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Kabupaten Natuna dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap 

pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019, dalam bab ini juga 

diinformasikan juga capaian dari kegiatan – kegiatan lainnya, yang 

berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2019; 

Bab IV – Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang 

berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang  Kabupaten Natuna Tahun 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 

 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2016-2021 telah ditetapkan melalui 

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna Nomor 93 Tahun 2016. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna merupakan bagian dari penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016 – 2021).  

 
Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan 

dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

 
Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : 

 

1. Visi dan Misi 

 
 
 

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna 

merupakan Visi Bupati terpilih : ”Masyarakat Natuna yang cerdas dan 

mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan”. 

 

 



 

 

 

  

 

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, 

ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut : 

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensi daerah; 

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana 

pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak 

didik; 

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, 

nelayan dan petani; 

4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan 

prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan; 

5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu 

sebagai payung pembangunan daerah; 

6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat. 

 

Misi yang terkait terhadap tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna adalah misi ke-4 yaitu Membuka 

keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana 

transportasi laut dan pembukaan jalan.  

 
Melalui Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur yang merata 

ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Natuna dengan menerapkan asas 

profesionalisme dan partisipatif. Melalui asas profesionalisme yang 

mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik, moral dan ketentuan 

peraturan perundang–undangan diharapkan mampu memberikan pelayanan 

prima. Partisipatif mengandung makna melibatkan peran aktif masyarakat, 

Pemerintah daerah serta swasta dalam penyelenggaraan infrastuktur 

pekerjaan umum. Partisipatif juga termasuk didalamnya transparansi 

sebagai suatu upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara Dinas  



 

 

 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna dan masyarakat 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai di bidang pekerjaan umum dan 

Penataan Ruang. 

 

2. Tujuan dan Sasaran 

 

 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna menetapkan 8 (delapan) tujuan yang akan dicapai 

oleh organisasi dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 

Delapan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna pada tahun tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan aksesbilitas daerah; 

2. Mencegah kerusakan wilayah pesisir; 

3. Meningkatkan daerah layanan irigasi; 

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar lingkungan daerah; 

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi; 

6. Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung 

dan bangunan - bangunan; 

7. Meningkatkan layanan informasi jalan daerah; 

8. Mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi. 

 

 

 

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan 

sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh 

organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran strategis 

dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama 

tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel berikut ini : 

 

 



 

 

 
TABEL 2.1. 

TUJUAN DAN SASARAN 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

NO. TUJUAN SASARAN 

1. Meningkatkan aksesbilitas 

daerah; 

Meningkatnya akses jalan kabupaten; 

2. Mencegah kerusakan wilayah 

pesisir; 

Terwujudnya pengamanan wilayah pesisir; 

3 Meningkatkan daerah layanan 

irigasi; 

Meningkatnya daerah layanan irigasi; 

4. Meningkatkan kapasitas 

infrastruktur dasar lingkungan 

daerah; 

Meningkatkan kualitas pengendalian banjir; 

Meningkatnya kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas air baku; 

Terwujudnya Kabupaten Natuna terang 

benderang; 

5. Meningkatkan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; 

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; 

6. Meningkatkan kualitas tata 

bangunan serta keandalan 

bangunan gedung dan bangun-

bangunan; 

Terwujudnya tertib perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

7. Meningkatkan layanan informasi 

jalan daerah; 

Tersedianya database jalan dan jembatan 

yang terbaharui; 

8. Mewujudkan tertib 

penyelenggaraan jasa 

konstruksi. 

Meningkatnya kapasitas layanan jasa 

konstruksi. 

  

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan 

ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) atau 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang 

ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur  



 

 

 

keberhasilan sasaran selama tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel berikut ini 

: 

TABEL 2.2. 

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Tujuan 1  : Meningkatkan aksesbilitas daerah 

Sasaran Strategis 1 

Terwujudnya tertib perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang  

Ketaatan terhadap RTRW  

Tujuan 2  : Meningkatkan daerah layanan irigasi 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya jumlah layanan irigasi 

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 

Tujuan 3  : Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan 

gedung dan bangun-bangunan 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya kualitas layanan jalan 

kabupaten 

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 

 

 

B. Perjanjian / Penetapan Kinerja 

Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan menjadi acuan dan 

tolak ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran strategis yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 



 

 

 
TABEL 2.3. 

PERJANJIAN KINERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019 
       
 

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 
 

 1. Meningkatnya 
aksesibilitas Kecamatan 
/ Desa 

Persentase panjang 
jalan dalam kondisi 
baik 

% 85,61  

 2. Meningkatnya daerah 
layanan irigasi 

Luas irigasi 
Kabupaten dalam 
kondisi baik 

% 39,17  

 3. Terwujudnya tertib 
perencanaan, 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian 
pemanfatan ruang 

Ketaatan terhadap 
RTRW 

% 75,00  

            
       

       

 Jumlah Anggaran :     

 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Rp      1.622.963.600,00   

 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

 Rp         230.263.000,00   

 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

 Rp           68.000.000,00   

 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

 Rp           94.650.000,00   

 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  Rp    19.652.881.000,00   

 6. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong 

 Rp    20.165.744.500,00   

 7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

 Rp      4.249.996.000,00   

 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base 
Jalan dan Jembatan 

 Rp         356.115.000,00   

 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 
 
 
 
 

 Rp      2.792.897.000,00  



 

 

 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku  Rp         866.541.000,00  

 11. Program Pengendalian Banjir  Rp         220.400.000,00   

 12. Program Pengawasan Jasa Konstruksi  Rp         203.849.000,00   

 13. Program Pemanfaatan Ruang  Rp         208.920.000,00   

 14. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan  Rp    95.080.329.000,00   

 15. Program Perencanaan Tata Ruang  Rp      1.477.694.000,00   

 16. Program pengendalian pemanfaatan tata ruang  Rp         199.102.000,00  

 17. Program pengaman wilayah pesisir  Rp         981.915.700,00   

 18. Program Penerangan Jalan Umum  Rp         942.850.000,00   

     Rp 149.415.110.800,00   

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A. Pencapaian Kinerja 

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang 

dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem 

akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja 

secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan 

yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target 

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Untuk mengetahui 

gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan 

diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi kegiatan kinerja 

yang terdiri dari Input, output dan outcome, benefit dan impact. 

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019, didasarkan pada 

ketentuan sebagai berikut : 

 



 

 

 

 Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 

100 %; 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target 

indikator kinerja adalah : 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 =
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑹𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Media pengukuran Kinerja terdiri dari : 

 Formulir PKK ( Pengukuran Kinerja Kegiatan); 

 Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). 

 

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran strategis Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 

2019. 

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program / 

Kegiatan makro dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : 

TABEL 3.1. 

KATEGORI CAPAIAN KINERJA 

No. Kategori Rentang  Capaian Kategori Capaian  

1. AA > 90 s.d 100 Sangat Memuaskan  

2. A > 80 s.d 90 Memuaskan  

3. BB > 70 s.d 80 Sangat Baik  

4. B > 60 s.d 70 Baik  

5. CC > 50 s.d 60 Cukup  

6. C > 30 s.d 50 Agak Kurang  

7. D 0 s.d 30 Kurang  
 

 

 

 



 

 

 

 

Dengan pencapaian nilai capaian kinerja dalam nilai capai sasaran 85-100% 

merupakan nilai dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil, namun 

dengan demikian bukan berarti dalam pelaksanaan operasionalnya tidak ada 

masalah, tetapi masalah yang dihadapi dapat diminimalisir agar tidak 

mengganggu dan menghambat dalam pelaksanaan kegiatan bagi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna. 

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk 

mengetahui keberhasilan / kegagalan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna sesuai rencana kinerja dan penetapan 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun 

Anggaran 2019, disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator 

kinerja dengan realisasinya. 

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 

 

TABEL 3.2. 
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 
 

 1 2 3 4 5 6 7   
 01. Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

Jumlah bulan 
layanan 
administrasi 
perkantoran   

Bulan 12 12 100  

 01.01. Penyediaan jasa 
surat menyurat 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa 
surat menyurat 

Bulan 12 12 100  

 01.02. Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 
Dengan Baik 

Bulan 12 12 100  

 01.08. Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

Jumlah 
Lingkungan Kerja 
yang Bersih dan 
Nyaman 

Bulan 12 12 100  



 

 

 

 
NO. PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1 2 3 4 5 6 7   
 01.10. Penyediaan alat tulis 

kantor 
Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 
Dengan Baik 

Bulan 12 12 100  

 01.11. Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

Bulan 12 12 100  

 01.13. Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah jenis 
penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Bulan 12 12 100  

 01.15. Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

Bulan 12 12 100  

 01.17. Penyediaan 
makanan dan 
minuman 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Kinerja Aparatur 

Bulan 12 12 100  

 01.18. Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Kinerja dan 
Koordinasi Dinas 
Terkait diluar 
Daerah 

Bulan 20 133 665  

 01.19. Penyediaan jasa 
tenaga pendukung 
administrasi/teknis 
perkantoran 

Jumlah bulan 
penyediaan 
kinerja dan 
kesejahteraan 
PTT 

Bulan 10 12 120  

 01.20. Rapat-rapat 
koordinasi dalam 
daerah 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Koordinasi 
Dengan 
Pemerintah 
Kecamatan 

Bulan 40 111 277,5  

 02. Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persen 70 42,33 60,471  

 02.24. Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Kendaraan Dinas 

Bulan 12 12 100  

 02.26. Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan 
gedung kantor 

Jumlah bulan 
penyediaan 
perlengkapan 
gedung kantor 

Bulan 12 12 100  



 

 

 

 
NO. PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1 2 3 4 5 6 7   
 05. Program 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persentase 
Aparatur yang 
Bersertifikasi 

Persen 65 65 100  

 05.04. Kursus dan 
peningkatan 
ketrampilan aparatur 

Jumlah bulan 
penyediaan 
Kemampuan dan 
Kinerja Aparatur 

Orang 30 5 16,667  

 06. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Predikat/Nilai 
Akuntabilitas 

Predikat / 
Nilai 

74 72,68 98,216  

 06.01. Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Jumlah bulan 
penyediaan 
laporan kinerja 
SKPD 

Laporan 2 2 100  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

jalan 
penghubung 
dari ibukota 
kecamatan ke 
kawasan 
permukiman 
penduduk 
(minimal dilalui 
roda 4) 

Km 1103,57 703,762 63,771  

 15.07. Pembangunan jalan 
lapis hotmix 

Panjang Jalan 
Lapis Hotmix 
yang Dibangun 
(KM) 

Km 0 1,45 0  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

Km 870,7 240,45 27,616  

 15.09. Pembangunan jalan 
tanah 

Panjang Jalan 
yang dibangun 
(KM) 

Km 1,2 3,18 265  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

panjang jalan 
dilalui roda 4 

Km 1089,17 703,762 64,615  

 15.11. Pembangunan jalan 
beton 

Panjang Jalan 
Lapis Beton yang 
Dibangun (KM) 

Km 1 4,86 486  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Persentase 
panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

Persen 85,61 51,82 60,53  



 

 

 

 
NO. PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1 2 3 4 5 6 7   

 15.05. Pembangunan 
jembatan 

Jumlah Jembatan 
yang di Bangun 
(unit) 

Unit 0 14 0  

 16. Program 
Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Drainase dalam 
kondisi baik / 
pembuangan 
aliran air tidak 
tersumbat 

Persen 3,49 20 573,07  

 16.01. Perencanaan 
pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Jumlah 
Desain/DED atau 
Perencanaan 
yang akan 
direncanakan 

Dokumen 1 1 100  

 16. Program 
Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Persentase 
saluran drainase 
yang berfungsi 
dengan baik 

Persen 11,06 80 723,33  

 16.03. Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Panjang drainase 
yang akan di 
bangun 

Km 12,64 14 110,76  

 16.05. Rehabilitasi saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Panjang drainase 
yang akan di 
rehabilitasi 

Km 2 2 100  

 18. Program 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah ruas 
jalan yang 
dipelihara 

Ruas 106 18 16,981  

 18.03. Rehabilitasi/pemeliha
raan jalan 

Panjang jalan 
yang di 
rehabilitasi/dipelih
ara 

Km 31 6,458 20,832  

 18.04. Rehabilitasi/pemeliha
raan jembatan 

Jumlah Jembatan 
yang di 
Rehabilitasi 

Unit 11 3 27,273  

 22. Program 
Pembangunan 
Sistem 
Informasi/Data 
Base Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

Persen 2,9 51,7 1783,0  

 22.04. Penyusunan sistem 
informasi database 
jalan dan jembatan 

Jumlah dokumen 
data base jalan 
dan jembatan 

Dokumen 1 3 300  



 

 

 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1 2 3 4 5 6 7   
 24. Program 

Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

Panjang jaringan 
irigasi dalam 
kondisi baik 

Km 5,14 10,15 197,47  

 24.18. Pembangunan 
jaringan irigasi 

Panjang jaringan 
irigasi terbangun    

Km 0 0,03 0  

 25. Program 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air 
Baku 

Ketersediaan air 
baku yang layak 

M3  170.000        430.749  253,38  

 25.12. Penyusunan sistem 
informasi air baku 

data 
terinventarisir 

Laporan 1 1 100  

 28. Program 
Pengendalian 
Banjir 

luas banjir 
terkendali 

Ha 0,5 16 3200  

 28.16. Operasi dan 
pemeliharaan sungai 

panjang OP 
sungai   

Km 2 2 100  

 33. Program 
Pengawasan Jasa 
Konstruksi 

Meningkatnya 
Pengawasan 
Jasa Kontruksi 
Terhadap 
Ketaatan Aturan 
Maupun 
Pelaksanaan 
kontruksi 

Kegiatan 2 2 100  

 33.06. Monitoring harga 
satuan bahan 
konstruksi dan 
penyusunan 
standarisasi harga 
satuan konstruksi 

Terlaksananya 
Pengawasan 
Tehadap Harga 
Barang Material 
Kontruksi dan 
Upah 

Laporan 1 1 100  

 34. Program 
Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase 
bangunan 
gedung yang 
memiliki IMB 

Persen 1,02 0,8 78,431  

 34.09. Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
pemanfaatan ruang 

jumlah laporan Laporan 1 1 100  

 34.10. Fasilitasi perizinan 
pemanfaatan ruang 

jumlah surat 
keterangan 
peruntukan ruang 
yang diterbitkan 

Laporan 1 1 100  

 35. Program 
Peningkatan Jalan 
dan Jembatan 

Panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

Km 870,7 240,45 27,616  



 

 

 

 
NO. PROGRAM / 

KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1 2 3 4 5 6 7   
 35.01. Peningkatan Jalan 

Lapis Hotmix 
Panjang Jalan 
Lapis Hotmix 
yang dibangun 

Km 5 12,47 249,4  

 35. Program 
Peningkatan Jalan 
dan Jembatan 

Persentase 
panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

Persen 76,63 51,71 67,48  

 35.02. Peningkatan Jalan 
Beton 

Panjang Jalan 
Beton yang 
dibangun 

Km 4,1 11,69 285,12  

 38. Program 
Perencanaan Tata 
Ruang 

Jumlah 
dokumen RTR 
yang tersedia 

Dokumen 4 6 150  

 38.07. Revisi tata ruang Dokumen tata 
ruang 

Dokumen 2 2 100  

 38.08. Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
penataan tata ruang 
daerah 

Jumlah koordinasi 
dan dokumen 

Koordinasi 10 23 230  

 39. Program 
pengendalian 
pemanfaatan tata 
ruang 

Jumlah kasus 
pelanggaran 
pemanfaatan 
tata ruang yang 
ditindaklanjuti 

Laporan 1 3 300  

 39.03. Pengawasan 
pemanfaatan ruang 

Jumlah dokumen Dokumen 1 1 100  

 41. Program pengaman 
wilayah pesisir 

Panjang abrasi 
tertangani 

Km 0,25 0,122 48,8  

 41.02. Pembangunan 
pemecah ombak 

Unit pemecah 
ombak terbangun 

Unit 3 2 66,667  

 47. Program 
Penerangan Jalan 
Umum 

Jumlah PJU 
terbangun yang 
berfungsi baik 

Unit 780 890 114,10  

 47.02. Pemeliharaan 
penerangan jalan 
umum 

Jumlah PJU yang 
di pelihara 

Unit 553 319 57,685  

                
 

Dari uraian tabel capaian indikator kinerja program dan kegiatan tergambarkan 

bahwa dari 18 (delapan belas) indikator kinerja program yang capaiannya 100% 

= 3 program, >100% = 9 program dan < 100% = 6 program, sedangkan dari 38 



 

 

 

(tiga puluh delapan) indikator kinerja kegiatan secara umum berhasil dicapai 24 

(Dua puluh empat) sesuai dengan rencana (target) yang telah ditetapkan pada 

awal tahun atau dengan kata lain capaiannya 100% sedangkan >100 % = 11 

kegiatan dan capaian kurang dari 100% = 3 kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
B. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 

Berikut di bawah ini dijelaskan mengenai kegiatan pendukung evaluasi dan 

analisis masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 yang terkait 

dengan masing-masing sasaran strategis yang menaunginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan indikator kinerja sasaran “Ketaatan terhadap RTRW” Pada tahun ini 

target yang ingin dicapai 75,00 %. 

 

 

 

Program / Kegiatan yang mendukung secara langsung terdiri dari 3 (tiga) 

program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu : 

1. Program Pemanfaatan Ruang, Program Perencanaan Tata Ruang dan 

Program pengendalian pemanfaatan tata ruang; 

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang; 

b. Fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang. 

2. Program Perencanaan Tata Ruang; 

Sasaran Strategis 1 
 

Formula : 
 

        Realisasi RTRW        x  100% 
Rencana Peruntukan 



 

 

 

a. Revisi tata ruang; 

b. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan tata ruang daerah. 

3. Program pengendalian pemanfaatan tata ruang. 

a. Pengawasan pemanfaatan ruang. 

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini didukung melalui pencapaian 3 

(tiga)  indikator kinerja kegiatan seperti diuraikan sebagai berikut :  

 
TABEL 3.3. 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN 
YANG MENDUKUNG SASARAN 1 (PERTAMA) 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 
 

 34. Program 
Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase 
bangunan gedung 
yang memiliki IMB 

Persen 1,02 0,8 78,431  

 34.09. Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 
pemanfaatan 
ruang 

jumlah laporan Laporan 1 1 100  

 34.10. Fasilitasi 
perizinan 
pemanfaatan 
ruang 

jumlah surat 
keterangan 
peruntukan ruang 
yang diterbitkan 

Laporan 1 1 100  

 38. Program 
Perencanaan 
Tata Ruang 

Jumlah dokumen 
RTR yang tersedia 

Dokumen 4 6 150  

 38.07. Revisi tata ruang Dokumen tata ruang Dokumen 2 2 100  

 38.08. Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
penataan tata 
ruang daerah 

Jumlah koordinasi 
dan dokumen 

Koordinasi 10 23 230  

 39. Program 
pengendalian 
pemanfaatan 
tata ruang 

Jumlah kasus 
pelanggaran 
pemanfaatan tata 
ruang yang 
ditindaklanjuti 

Laporan 1 3 300  

 39.03. Pengawasan 
pemanfaatan 
ruang 

Jumlah dokumen Dokumen 1 1 100  

                
 

 



 

 

 

 
dari 3 (tiga) indikator kinerja program terdapat 1 (satu) yang realisasinya 

outcomenya <100%, sementara 2 (dua) indikator program  >100%.  

Dari pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan diatas, maka hasil dari 

target indikator sasaran pertama seperti tabel dibawah ini : 

TABEL 3.4. 
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 1 (PERTAMA) 

 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1. Terwujudnya tertib 
perencanaan, 
pemanfaatan 
ruang dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang 

Ketaatan 
terhadap RTRW 

% 75,00 78,43 104,57  

         

Untuk mencapai sasaran pertama “Terwujudnya tertib perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang menargetkan 75,00 % dan sudah tercapai melebihi 

target yang diharapkan. 

Capaian IKU Sasaran Pertama untuk tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

 
TABEL 3.5. 

CAPAIAN IKU SASARAN 1 (PERTAMA) TAHUN 2016 – 2019 

NO. INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2016 2017 2018 2019 
1. Ketaatan terhadap 

RTRW 
65 %  69,21 % 79,84 %  78,43 % 

 

Dibandingkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018 realisasi dari indikator 

kinerja sasaran pertama terdapat penurunan sebesar 1,41 % dikarenakan tidak 

ada perubahan kebijakan terkait penetapan kawasan tersebut dan dari data 

tutupan lahan, terjadi peningkatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan 

perkebunan dan permukiman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan indikator kinerja sasaran “Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi  baik” 

Pada tahun ini target yang ingin dicapai 39,17 %. 

 

 

 

Program / Kegiatan yang mendukung secara langsung terdiri dari 1 (satu) 

program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu : 

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya. 

a. Pembangunan jaringan irigasi. 

Keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini didukung melalui pencapaian 1 

indikator kinerja kegiatan seperti diuraikan sebagai berikut :  

 

 
 
 
 
 

Sasaran Strategis 2  

Formula : 
 

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik  x  100% 
Luas Irigasi Kabupaten 



 

 

 

 
TABEL 3.6. 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN 
YANG MENDUKUNG SASARAN 2 (KEDUA) 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 24. Program 
Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan 
Jaringan 
Pengairan 
Lainnya 

Panjang jaringan 
irigasi dalam 
kondisi baik 

Km 5,14 10,15 197,47  

 24.18. Pembangunan 
jaringan irigasi 

Panjang jaringan 
irigasi terbangun    

Km 0 0,03 0  

                
Pada Tahun 2019 Pembangunan jaringan irigasi menitik beratkan pada 

perluasan daerah layanan irigasi dengan pembangunan tubuh bendung. 

Dengan target Panjang jaringan irigasi terbangun 0 Km terdapat realisasi 0,03 

Km. 

Dari pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan diatas, maka hasil dari 

target indikator sasaran ketiga seperti tabel dibawah ini : 

TABEL 3.7. 
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 2 (KEDUA) 

 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1. Meningkatkan 
Jumlah Layanan 
Irigasi 

Luas irigasi 
Kabupaten 
dalam kondisi  
baik 

% 39,17 34,84 88,95  

         

Untuk mencapai sasaran kedua “Meningkatnya Jumlah layanan irigasi”, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan 39,17% dengan capaian 

34,84 %. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Capaian IKU Sasaran Kedua untuk tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

 
TABEL 3.8. 

CAPAIAN IKU SASARAN 2 (KEDUA) TAHUN 2016 – 2019 

NO. INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2016 2017 2018 2019 
1. Luas irigasi Kabupaten 

dalam kondisi  baik 
29,76 %  34,46 % 36,35 %  34,84 % 

 

Dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 36,45 % terdapat penurunan 4,33 % 

dari target  39,17 % hal ini dikarenakan pada tahun 2019 fokus penanganan 

pada pembanguna tubuh bendung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan indikator kinerja sasaran “Persentase panjang jalan dalam kondisi baik” 

Pada tahun ini target yang ingin dicapai 85,61 %. 

 

 

Program/kegiatan yang mendukung secara langsung terdiri dari 6 (enam) 

program dan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu : 

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

a. Pembangunan jembatan; 

b. Pembangunan jalan lapis hotmix; 

c. Pembangunan jalan tanah; 

d. Pembangunan jalan beton. 

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan; 

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. 

3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; 

a. Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan. 

4. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; 

a. Peningkatan Jalan Lapis Hotmix; 

Sasaran Strategis 3 

Formula : 
 

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik  x  100% 
Panjang seluruh jalan Kabupaten 



 

 

 

b. Peningkatan Jalan Beton. 

5. Program Pengawasan Jasa Konstruksi; 

a. Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi 

harga satuan konstruksi. 

6. Program Penerangan Jalan Umum. 

a. Pemeliharaan penerangan jalan umum. 

Keberhasilan pencapaian sasaran Ketiga ini didukung melalui pencapaian 11 

(sebelas) indikator kinerja kegiatan seperti diuraikan sebagai berikut : 

TABEL 3.9. 
TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN 

YANG MENDUKUNG SASARAN 3 (KETIGA) 
         
 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Jalan penghubung 
dari ibukota 
kecamatan ke 
kawasan 
permukiman 
penduduk (minimal 
dilalui roda 4) 

Km 1103,57 703,762 63,771  

 15.07. Pembangunan 
jalan lapis hotmix 

Panjang Jalan Lapis 
Hotmix yang 
Dibangun (KM) 

Km 0 1,45 0  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan dalam 
kondisi baik 

Km 870,7 240,45 27,616  

 15.09. Pembangunan 
jalan tanah 

Panjang Jalan yang 
dibangun 
(KM) 

Km 1,2 3,18 265  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

panjang jalan dilalui 
roda 4 

Km 1089,17 703,762 64,615  

 15.11. Pembangunan 
jalan beton 

Panjang Jalan Lapis 
Beton yang Dibangun 
(KM) 

Km 1 4,86 486  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan 
Jembatan 

Persentase panjang 
jalan dalam kondisi 
baik 

Persen 85,61 51,82 60,53  

 15.05. Pembangunan 
jembatan 

Jumlah Jembatan 
yang di Bangun (unit) 

Unit 0 14 0  



 

 

 

 
NO. 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 
 

 18. Program 
Rehabilitasi/Pe
meliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah ruas jalan 
yang dipelihara 

Ruas 106 18 16,981  

 18.03. Rehabilitasi/peme
liharaan jalan 

Panjang jalan yang di 
rehabilitasi/dipelihara 

Km 31 6,458 20,832  

 18.04. Rehabilitasi/peme
liharaan jembatan 

Jumlah Jembatan 
yang di Rehabilitasi 

Unit 11 3 27,273  

 22. Program 
Pembangunan 
Sistem 
Informasi/Data 
Base Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan dalam 
kondisi baik 

Persen 2,9 51,7 1783,0  

 22.04. Penyusunan 
sistem informasi 
database jalan 
dan jembatan 

Jumlah dokumen 
data base jalan dan 
jembatan 

Dokumen 1 3 300  

 33. Program 
Pengawasan 
Jasa Konstruksi 

Meningkatnya 
Pengawasan Jasa 
Kontruksi Terhadap 
Ketaatan Aturan 
Maupun 
Pelaksanaan 
kontruksi 

Kegiatan 2 2 100  

 33.06. Monitoring harga 
satuan bahan 
konstruksi dan 
penyusunan 
standarisasi 
harga satuan 
konstruksi 

Terlaksananya 
Pengawasan 
Tehadap Harga 
Barang Material 
Kontruksi dan Upah 

Laporan 1 1 100  

 35. Program 
Peningkatan 
Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan dalam 
kondisi baik 

Km 870,7 240,45 27,616  

 35.01. Peningkatan 
Jalan Lapis 
Hotmix 

Panjang Jalan Lapis 
Hotmix yang 
dibangun 

Km 5 12,47 249,4  

 35. Program 
Peningkatan 
Jalan dan 
Jembatan 

Persentase panjang 
jalan dalam kondisi 
baik 

Persen 76,63 51,71 67,48  

 35.02. Peningkatan 
Jalan Beton 

Panjang Jalan Beton 
yang dibangun 

Km 4,1 11,69 285,12  

 47. Program 
Penerangan 
Jalan Umum 

Jumlah PJU 
terbangun yang 
berfungsi baik 

Unit 780 890 114,10  



 

 

 

 
NO. 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET REALISASI % 
 

 47.02. Pemeliharaan 
penerangan jalan 
umum 

Jumlah PJU yang di 
pelihara 

Unit 553 319 57,685  

         
Terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) indikator kinerja program yang realisasinya 

outcomenya dibawah 100%. 

 
Dari pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan diatas, maka hasil dari 

target indikator sasaran Ketiga seperti tabel dibawah ini : 

TABEL 3.10. 
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN 3 (KETIGA) TAHUN 2019 

         

 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI % 

 

 1. Meningkatnya 
kualitas layanan 
jalan kabupaten 

Persentase 
panjang jalan 
dalam kondisi 
baik 

% 85,61 51,71 60,40  

         

Untuk mencapai sasaran Ketiga “Meningkatnya kualitas layanan jalan 

Kabupaten”, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan 85,61 

% dan tercapai 51,71 % yaitu dengan tingkat capaian 60,40 %. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian IKU Sasaran Ketiga untuk tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

TABEL 3.11. 
CAPAIAN IKU SASARAN 3 (KETIGA) TAHUN 2016 – 2019 

 

NO. INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2016 2017 2018 2019 
1. Persentase panjang jalan 

dalam kondisi baik 
56,72 %  56,72 % 57,72 %  60,40 % 

 

Pada tahun 2019 realisasi dari indikator kinerja sasaran Ketiga mengalami 

kenaikan sebesar 2,68 % dari tahun 2018, peningkatannya disebabkan karena 

pada tahun 2019 lebih terkonsentrasi pada peningkatan dan pemeliharaan jalan. 

2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator 

persentase panjang jalan dalam kondisi baik merupakan program dan kegiatan 

yang juga mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 

dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu pada tujuan ke-5 Meningkatkan aksesibilitas 

daerah dengan sasaran dan indikator sasaran seperti pada tabel dibawah ini : 



 

 

 

 
TABEL 3.12. 

CAPAIAN IKU KABUPATEN TAHUN 2016 – 2019 

 

NO. 
INDIKATOR 
SASARAN 

TAHUN   

 2016 2017 2018 2019   

 DATA 
AWAL 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET 
REALISASI   

 SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS KECAMATAN/DESA    

 1. Jumlah 
kecamatan 
sudah 
terakses 
jalan 

6 8 15 10 15 12 15   

 SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH    

 2. Persentase 
kawasan 
strategis 
ekonomi 
sudah 
terakses  
jalan 

34,84% 51,55% 70,23% 65% 85%  81,36% 87,68   

             
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kecamatan sudah terakses 

jalan sebanyak 15 kecamatan yang telah terealisasi pada tahun sebelumnya 

(2017-2018). Target pada tahun 2019 sebanyak 12 kecamatan dengan realisasi 

15 kecamatan. 

Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk 

mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan 

menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya 

saing. Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama 

(penggerak) pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Natuna terdiri dari 15 (lima 

belas) Kecamatan. Tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna 

berada dalam satu daratan/satu pulau dengan Ibukota Kabupaten yang berada 

di Pulau Bunguran Besar tepatnya di Kecamatan Bunguran Timur. Terdapat 6 

Kecamatan berada di pulau Bunguran Besar dan terdapat 9 Kecamatan yang 

posisinya terpisah dengan pulau Bunguran Besar. Kondisi geografis Kabupaten 

Natuna yang terdiri dari pulau-pulau terpisah tersebut memerlukan anggaran 

yang besar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur terutama akses jalan dan 

jembatan sehingga terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan 



 

 

 

prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah kabupaten Natuna dapat terakses 

secara lancar dan terlaksana sesuai target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna 

Tahun Anggaran 2019, maka keseluruhan capaian IKU disajikan sebagai berikut : 

TABEL 3.13. 

TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

( % ) 

 

 1. Ketaatan terhadap RTRW % 75,00 78,43 104,57  

 2. Meningkatkan Jumlah Layanan 
Irigasi 

% 39,17 34,84 88,95  

 3. Persentase panjang jalan dalam 
kondisi baik 

% 85,61 51,71 60,40  

        
 



 

 

 

 
C. Realisasi Anggaran 

Selama Tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja 

yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Natuna dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna khususnya anggaran Belanja Langsung 

(BL) sebesar Rp. 151.698.699.260,- (Seratus lima puluh satu milyar enam ratus 

sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus 

enam puluh rupiah) dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan (APBDP) DPPA menjadi Rp. 149.415.110.800,- (Seratus empat 

puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta seratus sepuluh ribu delapan 

ratus rupiah) sedangkan realisasi anggaran s.d 31 Desember 2019 mencapai 

Rp. 139.766.467.854,26 (Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam 

puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh 

empat koma dua puluh enam rupiah) atau dengan serapan dana mencapai 

93,54 %, dengan sisa anggaran Rp. 9.648.642.945,74,- (Sembilan milyar enam 

ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus 

empat puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah).  

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih 

efisien. Sementara Belanja Tidak langsung sebagai penunjang kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 7.705.282.345,- (Tujuh 

milyar tujuh ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat 

puluh lima rupiah) dan terealisasi s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 

7.602.122.171,- (Tujuh milyar enam ratus dua juta seratus dua puluh dua ribu 

seratus tujuh puluh satu rupiah) atau 98,66 % dengan sisa anggaran Rp. 

103.160.174 (Seratus tiga juta seratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh 

empat rupiah). 

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 selanjutnya dialokasikan 

untuk mendanai 18 (delapan belas) program 38 (tiga puluh delapan) kegiatan 

yang menyebar di 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat yang ada. Adapun 



 

 

 

rincian pagu dan realisasi anggaran baik Belanja Langsung maupun Belanja 

Tidak Langsung yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan 

sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna pada 

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL 3.14. 
AKUNTABILITAS KEUANGAN 

BERDASARKAN BELANJA LANGSUNG 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA % 

 

 1 2 3 4 5 6  

 01. Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

1.622.963.600,00 1.558.936.316,00 64.027.284,00 96,05  

 01.01. Penyediaan jasa 
surat menyurat 

10.000.000,00 9.996.000,00 4.000,00 99,96  

 01.02. Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

124.400.000,00 111.942.658,00 12.457.342,00 89,99  

 01.08. Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

87.850.000,00 87.849.000,00 1.000,00 100,00  

 01.10. Penyediaan alat tulis 
kantor 

40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00  

 01.11. Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

40.000.000,00 39.996.500,00 3.500,00 99,99  

 01.13. Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

94.600.000,00 93.287.000,00 1.313.000,00 98,61  

 01.15. Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan perundang-
undangan 

12.000.000,00 11.975.000,00 25.000,00 99,79  

 01.17. Penyediaan makanan 
dan minuman 

81.712.160,00 69.479.000,00 12.233.160,00 85,03  

 01.18. Rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

529.500.000,00 513.374.517,00 16.125.483,00 96,95  

 01.19. Penyediaan jasa 
tenaga pendukung 
administrasi/teknis 
perkantoran 

230.802.440,00 211.190.530,00 19.611.910,00 91,50  

 01.20. Rapat-rapat 
koordinasi dalam 
daerah 

372.099.000,00 369.846.111,00 2.252.889,00 99,39  



 

 

 

 

NO. PROGRAM / 
KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI SISA % 
 

 1 2 3 4 5 6  

 02. Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

230.263.000,00 219.850.903,00 10.412.097,00 95,48  

 02.24. Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

190.263.000,00 179.905.903,00 10.357.097,00 94,56  

 02.26. Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan gedung 
kantor 

40.000.000,00 39.945.000,00 55.000,00 99,86  

 05. Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

68.000.000,00 62.026.140,00 5.973.860,00 91,21  

 05.04. Kursus dan 
peningkatan 
ketrampilan aparatur 

68.000.000,00 62.026.140,00 5.973.860,00 91,21  

 06. Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

94.650.000,00 94.634.677,00 15.323,00 99,98  

 06.01. Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

94.650.000,00 94.634.677,00 15.323,00 99,98  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

4.479.724.000,00 4.382.395.032,00 97.328.968,00 97,83  

 15.07. Pembangunan jalan 
lapis hotmix 

4.479.724.000,00 4.382.395.032,00 97.328.968,00 97,83  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

1.556.838.000,00 1.390.546.610,00 166.291.390,00 89,32  

 15.09. Pembangunan jalan 
tanah 

1.556.838.000,00 1.390.546.610,00 166.291.390,00 89,32  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

10.039.625.000,00 9.313.683.923,00 725.941.077,00 92,77  

 15.11. Pembangunan jalan 
beton 

10.039.625.000,00 9.313.683.923,00 725.941.077,00 92,77  

 15. Program 
Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

3.576.694.000,00 3.395.038.446,00 181.655.554,00 94,92  

 15.05. Pembangunan 
jembatan 

3.576.694.000,00 3.395.038.446,00 181.655.554,00 94,92  



 

 

 

 

NO. PROGRAM / 
KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI SISA % 
 

 1 2 3 4 5 6  

 16. Program 
Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

360.120.000,00 330.419.170,00 29.700.830,00 91,75  

 16.01. Perencanaan 
pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

360.120.000,00 330.419.170,00 29.700.830,00 91,75  

 16. Program 
Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

19.805.624.500,00 19.227.677.607,00 577.946.893,00 97,08  

 16.03. Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

19.591.642.500,00 19.140.492.745,00 451.149.755,00 97,70  

 16.05. Rehabilitasi saluran 
drainase/gorong-
gorong 

213.982.000,00 87.184.862,00 126.797.138,00 40,74  

 18. Program 
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jalan dan 
Jembatan 

4.249.996.000,00 4.078.249.923,00 171.746.077,00 95,96  

 18.03. Rehabilitasi/pemeliha
raan jalan 

3.671.940.000,00 3.538.212.926,00 133.727.074,00 96,36  

 18.04. Rehabilitasi/pemeliha
raan jembatan 

578.056.000,00 540.036.997,00 38.019.003,00 93,42  

 22. Program 
Pembangunan 
Sistem 
Informasi/Data Base 
Jalan dan Jembatan 

356.115.000,00 311.565.275,00 44.549.725,00 87,49  

 22.04. Penyusunan sistem 
informasi database 
jalan dan jembatan 

356.115.000,00 311.565.275,00 44.549.725,00 87,49  

 24. Program 
Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

2.792.897.000,00 2.672.520.655,38 120.376.344,62 95,69  

 24.18. Pembangunan 
jaringan irigasi 

2.792.897.000,00 2.672.520.655,38 120.376.344,62 95,69  

 25. Program 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air 
Baku 

866.541.000,00 694.264.100,00 172.276.900,00 80,12  



 

 

 

 
NO. 

PROGRAM / 
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA % 

 

 1 2 3 4 5 6  

 25.12. Penyusunan sistem 
informasi air baku 

866.541.000,00 694.264.100,00 172.276.900,00 80,12  

 28. Program 
Pengendalian Banjir 

220.400.000,00 208.563.622,00 11.836.378,00 94,63  

 28.16. Operasi dan 
pemeliharaan sungai 

220.400.000,00 208.563.622,00 11.836.378,00 94,63  

 33. Program 
Pengawasan Jasa 
Konstruksi 

203.849.000,00 154.047.600,00 49.801.400,00 75,57  

 33.06. Monitoring harga 
satuan bahan 
konstruksi dan 
penyusunan 
standarisasi harga 
satuan konstruksi 

203.849.000,00 154.047.600,00 49.801.400,00 75,57  

 34. Program 
Pemanfaatan Ruang 

208.920.000,00 195.525.700,00 13.394.300,00 93,59  

 34.09. Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
pemanfaatan ruang 

105.510.000,00 97.916.700,00 7.593.300,00 92,80  

 34.10. Fasilitasi perizinan 
pemanfaatan ruang 

103.410.000,00 97.609.000,00 5.801.000,00 94,39  

 35. Program 
Peningkatan Jalan 
dan Jembatan 

60.463.188.000,00 58.500.495.578,82 1.962.692.421,18 96,75  

 35.01. Peningkatan Jalan 
Lapis Hotmix 

60.463.188.000,00 58.500.495.578,82 1.962.692.421,18 96,75  

 35. Program 
Peningkatan Jalan 
dan Jembatan 

34.617.141.000,00 30.019.063.072,51 4.598.077.927,49 86,72  

 35.02. Peningkatan Jalan 
Beton 

34.617.141.000,00 30.019.063.072,51 4.598.077.927,49 86,72  

 38. Program 
Perencanaan Tata 
Ruang 

1.477.694.000,00 1.127.762.912,00 349.931.088,00 76,32  

 38.07. Revisi tata ruang 1.133.772.000,00 889.728.779,00 244.043.221,00 78,48  

 38.08. Fasilitasi dan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
penataan tata ruang 
daerah 

343.922.000,00 238.034.133,00 105.887.867,00 69,21  

 39. Program 
pengendalian 
pemanfaatan tata 
ruang 

199.102.000,00 189.237.080,00 9.864.920,00 95,05  

 39.03. Pengawasan 
pemanfaatan ruang 

199.102.000,00 189.237.080,00 9.864.920,00 95,05  



 

 

 

 
NO. 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI SISA % 
 

 1 2 3 4 5 6  

 41. Program pengaman 
wilayah pesisir 

981.915.700,00 800.280.427,55 181.635.272,45 81,50  

 41.02. Pembangunan 
pemecah ombak 

981.915.700,00 800.280.427,55 181.635.272,45 81,50  

 47. Program 
Penerangan Jalan 
Umum 

942.850.000,00 839.683.084,00 103.166.916,00 89,06  

 47.02. Pemeliharaan 
penerangan jalan 
umum 

942.850.000,00 839.683.084,00 103.166.916,00 89,06  

 
T O T A L 149.415.110.800,00 139.766.467.854,26 9.648.642.945,74 

 
93,54 

 

        

Realisasi anggaran meningkat pada Triwulan IV (empat) karena terdapat 

beberapa kendala dan tindak lanjutnya diperlukan langkah – langkah antara lain 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rencana penyerapan anggaran 

terutama untuk pengadaan barang/jasa dan belanja modal agar proses 

lelang dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran sehingga pada 

Triwulan I (satu) pelaksanaan anggaran ada proses penyerapan anggaran; 

2. Menghindari potensi revisi DPA akibat pergeseran dan pengurangan 

anggaran; 

3. APBD-P agar ditetapkan lebih awal, paling lambat pada pertengahan tahun 

anggaran. Dengan adanya percepatan penetapan APBD-P waktu 

pelaksanaan anggaran lebih lama sampai akhir tahun sehingga lebih 

optimal dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; 

4. Peningkatan komitmen pimpinan masing-masing unit eselon III dan IV 

dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melekat dalam 

rangka meningkatkan kinerja organisasi dan integritas pegawai sebagai 

bentuk pengawasan atasan langsung sampai individu pegawai dan 

pelaksanaan sistem pengendalian intern. 

Dari 18 (delapan belas) program terdapat 10 (sepuluh)  program yang 

mendukung secara langsung pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan 



 

 

 

Penataan Ruang sementara 8 (delapan) program mendukung tidak secara 

langsung. 

TABEL 3.15. 
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM 

yang mendukung secara langsung capaian sasaran strategis 
(IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) 

 

NO. 
PROGRAM / 
KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SISA % 

 

 1 2 3 4 5 6  

 1. Program 
Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 

   
19.652.881.000,00  

   
18.578.992.979,00  

     
5.553.612.021,00  

                    
94,54  

 

 2. Program 
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan 

  4.249.996.000,00    4.078.249.923,00       171.746.077,00   95,96   

 3. Program 
Pembangunan Sistem 
Informasi/Data Base 
Jalan dan Jembatan 

  356.115.000,00    311.565.275,00      44.549.725,00   87,49   

 4. Program 
Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan 
Jaringan Pengairan 
Lainnya 

  2.792.897.000,00    2.672.520.655,38    120.376.344,62   95,69   

 5. Program Pengawasan 
Jasa Konstruksi 

  203.849.000,00    154.047.600,00      49.801.400,00   75,57   

 6. Program Pemanfaatan 
Ruang 

  208.920.000,00    195.525.700,00      13.394.300,00                      
93,59  

 

 7. Program Peningkatan 
Jalan dan Jembatan 

   
95.080.329.000,00  

   
90.482.251.072,51  

   
65.061.265.927,49  

                    
95,16  

 

 8. Program Perencanaan 
Tata Ruang 

  1.477.694.000,00    1.127.762.912,00    349.931.088,00   76,32   

 9. Program pengendalian 
pemanfaatan tata 
ruang 

  199.102.000,00    189.237.080,00        9.864.920,00  95,05   

 10. Program Penerangan 
Jalan Umum 

  942.850.000,00    839.683.084,00    103.166.916,00  89,06   

 
T O T A L 125.164.633.000,00  118.629.836.280,89  71.477.708.719,11  94,78  

 

        
 

 

 



 

 

 

Pagu anggaran program yang mendukung secara langsung pencapaian 

indikator kinerja utama adalah sebesar Rp. 125.164.633.000,- (Seratus dua 

puluh lima milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu 

rupiah) atau 83,77 % dari pagu anggaran belanja langsung keseluruhan, 

sementara yang mendukung secara tidak langsung sebesar Rp 

24.250.477.800,- (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus 

tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau 16,23 % dari pagu anggaran 

belanja langsung keseluruhan. 

TABEL 3.16. 
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM 

yang mendukung tidak secara langsung capaian sasaran strategis 
(IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) 

 

NO. PROGRAM / 
KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI SISA % 
 

 1 2 3 4 5 6  
 1. Program Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

  1.622.963.600,00    1.558.936.316,00         64.027.284,00    96,05   

 2. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

  230.263.000,00    219.850.903,00      10.412.097,00    95,48   

 3. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

    68.000.000,00      62.026.140,00        5.973.860,00    91,21   

 4. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

    94.650.000,00      94.634.677,00              15.323,00    99,98   

 5. Program Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-gorong 

   
20.165.744.500,00  

   
19.587.797.607,00  

        
938.066.893,00  

                    
97,13  

 

 6. Program Penyediaan 
dan Pengelolaan Air 
Baku 

  866.541.000,00    694.264.100,00    172.276.900,00                      
80,12  

 

 7. Program Pengendalian 
Banjir 

  220.400.000,00    208.563.622,00      11.836.378,00                      
94,63  

 

 8. Program pengaman 
wilayah pesisir 

  981.915.700,00    800.280.427,55    181.635.272,45                      
81,50  

 

 
T O T A L  24.250.477.800,00   23.226.353.792,55    1.384.244.007,45    95,78  

 

        
 



 

 

 

 
GRAFIK 3.1. 

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 
yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung 

 

Berdasarkan akuntabilitas keuangan dari Belanja Langsung sebesar                         

Rp. 149.415.110.800,- dengan alokasi sebesar Rp. 125.164.633.000,- (Seratus 

dua puluh lima milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga 

ribu rupiah) untuk mendanai 10 (sepuluh) program dan 18 (delapan belas) 

kegiatan yang mendukung IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar 94,78 %, sedangkan 

capaian kinerja sebesar 84,64 % (rata-rata capaian IKU). 

Efisiensi anggaran 2019 sebesar 83,77 %, persentase ini diperoleh dari 

perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung. 

Inefisiensi sebesar 16,23 %, dibandingkan dengan tahun 2018 anggaran yang 

mendukung IKU sebesar Rp. 73.008.297.817,- (Tujuh puluh tiga milyar delapan 

juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau 

91,15% dengan jumlah belanja langsung sebesar  Rp. 83.236.657.307,- 

(Delapan puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh 

tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan inefisiensi sebesar 12,29 %. 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 lebih besar 3,94 % 

jika dibandingkan dengan angka inefisiensi dari 2018. Diupayakan tahun 2020 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menurunkan angka 

inefisiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih banyak lagi 

mendukung IKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2019 

merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021. Didalamnya diuraikan 

tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Penetapan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna pada tahun 2019. 

Penyusunan LAKIP ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Natuna terhadap pengelolaan anggaran tahun 2019 

untuk mencapai kinerjanya yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2018 yang lalu 

dengan melihat keberhasilan capaian kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 

dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna. Pada Tahun Anggaran 2019 

sebanyak 8 (delapan) sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

RuangKabupaten Natuna telah dapat direalisasikan dengan efisien dengan tingkat 

capaian 84,64 % (Memuaskan). 

Kondisi pelaksanaan anggaran Tahun 2019 pada umumnya berlangsung 

kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan walaupun pada pelaksanaannya 

masih terkendala antara lain anomali cuaca dan terjadinya revisi DPA akibat 

pergeseran dan pengurangan anggaran. Dalam penyelenggaraan bidang 

Pekerjaan Umum ke depan, persyaratan minimal yang harus menjadi perhatian 

seluruh jajaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pentingnya 

melaksanakan : 

1. Besarnya pengelolaan anggaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna memerlukan 

perhatian khusus dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 



 

 

sehingga  pemanfaatan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna; 

2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan lebih memperhatikan 

hal – hal yang berbau KKN, dan melaksanakan pengawasan secara efektif; 

3. Penerapan manajemen proyek konstruksi yang menjamin pencapaian mutu 

berkualitas, waktu pelaksanaan sedini mungkin, biaya yang efisien dan 

administrasi kontrak yang tertib; 

4. Pengadaan barang dan jasa yang transparan dan berbasis e-procurement; 

5. Dukungan SDM pengelola kegiatan yang semakin kompeten secara teknis 

teknologi dilengkapi kompetensi SDM yang dibutuhkan; 

6. Penerapan sistem data dan informasi yang handal, termasuk pemantauan dan 

pelaporan yang baik, tepat waktu, akurat, mutakhir dan antisipatif; 

7. Mendukung aplikasi teknologi tepat guna dan teknologi berdaya saing; 

8. Mendukung pengembangan jasa konstruksi nasional.  

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna 2016 – 2019 secara konsisten dan didukung oleh 

komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum 

dan permukiman dengan sebaik – baiknya, maka pihak swasta, dan masyarakat 

perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian, koordinasi dan integrasi 

baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada 

penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman dapat memberikan 

pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna dalam cakupan secara regional dan strategis serta 

secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi 

masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya dapat menjadi 

kenyataan. 

Sebagai sebuah gambaran kinerja, LAKIP diharapkan dapat menyajikan 

keseluruhan profil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa 

keterbatasan yang ada menjadikan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2019 masih belum sempurna. Oleh karenanya, 



 

 

perbaikan – perbaikan perlu segera dilakukan, terutama menyangkut perbaikan 

terhadap penetapan indikator – indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih 

sistematis dan terstruktur. 

Kiranya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Natuna Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus 

dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan 

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, serta 

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja 

ditahun selanjutnya. Bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Natuna, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan 

penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), 

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan 

Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa – masa mendatang. 

 

 

~ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna ~ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran   

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA 

TAHUN 2019 
 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN KETERANGAN 

1 
Terwujudnya tertib perencanaan, 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang  

Ketaatan terhadap RTRW  % 75,00 78,43 104,57 
Tahun 2019 tidak ada perubahan 

kebijakan terkait penetapan 
kawasan 

2 
Meningkatnya jumlah layanan 
irigasi 

Luas irigasi kabupaten 
dalam kondisi baik 

% 39,17 34,84 88,95 

 
Tahun 2019 menitik beratkan pada 
penanganan pembangunan tubuh 

bendung 

3 
Meningkatnya kualitas layanan jalan 
Kabupaten 

Persentase panjang jalan 
dalam kondisi baik 

% 85,61 51,71 60,40 
Tahun 2019 menitik beratkan pada 

penanganan pemeliharaan dan 
peningkatan jalan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Pengukuran Pencapaian Program     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGUKURAN PENCAPAIAN PROGRAM 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA 

TAHUN 2019 
 

NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN KET. 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Jumlah bulan layanan administrasi 
perkantoran 

bulan 12 12 100 
 

II 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Ketersediaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

% 70 42,33 60,47  

III 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase Aparatur yang bersertifikasi % 65 65 100  

IV 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Predikat/Nilai Akuntabilitas 
Predikat/Ni

lai 
BB/74 72,68 98,22  

V Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Km 870,70 240,45 27,61  

VI 
Program Pembangunan saluran drainase 
/gorong - gorong 

Persentase saluran drainase yang berfungsi 
dengan baik 

% 11.06 80 723,33  

VII 
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan dan jembatan yang 
direhabilitasi /di pelihara 

ruas 106 18 16,98 
 

VIII 
Program pembangunan system informasi /data 
base jalan dan jembatan 

Panjang jalan dalam kondisi baik % 2,9 51,7 1783,00  

IX 
Program pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan 
lainnya 

Panjang irigasi dalam kondisi baik km 5,14 10,15 197,47 

 

X Program penyediaan dan pengelolaan air baku Ketersediaan air baku yang layak M3 170.000 430.749 253,38  

XI Program Pengendalian Banjir Luas banjir terkendali Ha 0,5 16 3200  

XII Program pengawasan jasa kontruksi Meningkatnya pengawasan jasa kontruksi kegiatan 2 2 100 

 



NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN KET. 

XIII Program pemanfaatan ruang 
Persentase bangunan gedung yang memiliki 
IMB 

% 1,02 0,8 78,43 

 

XIV Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik Km 870  240,45 27,61  

XV Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen RTR yang tersedia Dokumen 4  6 150  

XVI 
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata 
Ruang 

Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan tata 
ruang  

Laporan 1 1 100  

XVII Program pengaman wilayah pesisir Panjang abrasi tertangani Km 0,25 0,12 48,80  

XVIII Program Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik Unit 553 319 57,68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Pengukuran Pencapaian Kegiatan   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

TAHUN 2019 
 

NO. PROGRAM 
KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET. 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  Penyediaan jasa surat menyurat 
Jumlah bulan penyediaan jasa surat 
menyurat 

Bulan 12 12 100 
 

  
Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Jumlah bulan penyediaan administrasi 
perkantoran dengan baik 

 
Bulan 12 12 100 

 

  Penyediaan jasa kebersihan kantor 
Jumlah lingkungan kerja yang bersih dan 
nyaman 

 
Bulan 12 12 100 

 

  Penyediaan alat tulis kantor 
Jumlah bulan penyediaan administrasi 
perkantoran dengan baik 

 
Bulan 12 12 100 

 

  
Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

Jumlah bulan penyediaan administrasi 
perkantoran 

 
Bulan 12 12 100 

 

  
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Jumlah jenis penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

Bulan 12 12 100 
 

  
Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 

Jumlah bulan penyediaan administrasi 
perkantoran 

 
Bulan 12 12 100 

 

  
Penyediaan makanan dan 
minuman 

Jumlah bulan penyediaan kinerja 
aparatur 

 
Bulan 12 12 100 

 

  
Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi keluar daerah 

Jumlah bulan penyediaan kinerja dan 
koordinasi dinas terkait diluar daerah 

 
Bulan 20 133 665 

 

  
Penyediaan jasa tenaga 
pendukung administrasi/teknis 
perkantoran 

Jumlah bulan penyediaan kinerja dan 
kesejahteraan PTT 

 
Bulan 10 12 120 

 

  
Rapat-rapat koordinasi dalam 
daerah 

Jumlah bulan penyediaan koordinasi 
dengan pemerintah kecamatan 

Bulan 40 111 277,5 
 



NO. PROGRAM 
KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET. 
 

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  
Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 

Jumlah bulan penyediaan kendaraan 
dinas 

Bulan 12 12 100 
 

  
Pemeliharaan rutin/berkala  
perlengkapan kantor 

Jumlah bulan penyediaan perlengkapan 
gedung kantor 

bulan 12 12 100 
 

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

  
Kursus dan peningkatan 
ketrampilan aparatur 

Jumlah bulan penyediaan kemampuan 
dan kinerja Aparatur 

orang 30 3 16,67 
 

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

  
Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja 
SKPD 

Laporan 2 2 100 

 

V Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

 
 Pembangunan jembatan 

Jumlah jembatan yang di bangun Unit 0 14 0  

 
 Pembangunan jalan lapis Hotmix 

Panjang jalan lapis hotmix yang dibangun km 0 1,45 0  

 
 Pembangunan jalan Tanah 

Panjang jalan yang dibangun km 1,2 3,18 265  

 
 Pembangunan Jalan Beton Panjang Jalan Lapis Beton yang di 

bangun 
Km 1 4,86 486  

VI Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

 

 Perencanaan pembangunan 
saluran drainase / gorong-gorong 
drainase/gorong-gorong 

Jumlah Desain /DED atau perencanaan 
yang akan di rencanakan 

Dokumen 1 1 100  



NO. PROGRAM 
KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET. 

 
 Pembangunan saluran drainase 

/gorong-gorong Panjang drainase yang akan di bangun Km 12,64 14 110,76  

 
 Rehabilitasi saluran drainase / 

gorong-gorong 
Panjang drainase yang akan di 
rehabilitasi 

Km 2 2 100  

VII Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

 
 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/di 

pelihara 
Km 31 6,46 20,83  

 

 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan  

Jumlah jembatan yang direhabilitasi Unit 11 3 300 

 

VIII Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 

 

 Penyusunan sistem informasi 
database jalan dan jembatan. Jumlah dokumen database jalan dan 

jembatan 
Dokumen 1  3  300 

 

IX Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

  Pembangunan jaringan irigasi  Panjang jaringan irigasi terbangun Km 0 0,03 0  

X Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

 
 Penyusunan system informasi air 

baku Data terinventarisir Laporan 1  1  100  

XI Program Pengendalian Banjir 

 

 Operasi dan Pemeliharaan sungai 

Panjang OP sungai Km 2 2 100 

 

XII Program Pengawasan Jasa Kontruksi 



NO. PROGRAM 
KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET. 

 

 Monitoring harga satuan bahan 
kontruksi dan penyusunan 
standarisasi harga satuan kontruksi 

terlaksananya pengawasan terhadap 
harga barang material konstruksi dan 
upah 

Laporan 1 1 100  

XIII Program Pemanfaatan Ruang 

 

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
pemanfaatan Ruang 

jumlah laporan Laporan 1 1 100  

 
 Fasilitasi perizinan pemanfaatan 

Ruang 
Jumlah surat keterangan peruntukan 
ruang yang di terbitkan 

Laporan 1  1  100 
 

XIV Program peningkatan Jalan dan Jembatan 

 
 Peningkatan Jalan lapis Hotmix panjang jalan lapis hotmix yang di 

bangun 
Km 5 12,47 249,4  

 
 Peningkatan Jalan Beton 

Panjang jalan beton yang di bangun Km 41 11,69 285,12  

XV Program Perencanaan Tata Ruang  

 
 Revisi Tata Ruang 

Dokumen tata ruang Dokumen 2 2 100  

 

 Fasilitasi dan koordinasi 
penyelenggaraan penataan tata 
ruang daerah Jumlah koordinasi dan dokumen Koordinasi 10 23 230 

 

XVI Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 

 
 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 

Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 100  

XVII 

 
Program Pengamanan Wilayah Pesisir 



NO. PROGRAM 
KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET. 

 
 Pembangunan Pemecah Ombak 

Unit Pemecah Ombak terbangun Unit 3 2 66,67  

XVIII Program Penerangan Jalan Umum 

 
 Pemeliharaan Penerangan Jalan 

Umum Jumlah PJU yang di pelihara Unit 553 319 57,68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Rencana Kinerja Tahunan   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019   

  
 

 

 

 

 

 





































































:         /SOP/PUPR-set/2019

 TGL. PEMBUATAN : 09 Januari 2019

 TGL. REVISI : ………………………. 

 TGL. EFEKTIF : ………………………. 2019

 DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

HELMI WAHYUDA, SE
NIP. 197401212002121005

 DASAR HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.  1.  Memiliki kemampuan pengolahan data
2.  2.  Memahami tugas dan fungsi tugas Dinas

 3.  Memiliki kemampuan menyusun dan menganalisa data kinerja OPD 

3

4

 KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar  1.   Surat dari Dinas
 2.   Komputer/printer
 3.   Dokumen SAKIP OPD (RKT, PK), DPA/DPPA, Renstra
 4.   Laporan Kegiatan
 5.   Laporan Realisasi Anggaran

 PERINGATAN :  PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.  Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja
2.  Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Penetapan
Kinerja, Pelapor dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

LKj diserahkan paling lambat pertengahan bulan Januari tahun berikutnya. LKj sebagai dokumen
pertanggungjawaban atas kinerja OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKj tidak
akan berjalan lancar serta akan berpengaruh kepada LKj Kabupaten.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

 NOMOR SOP

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

 NAMA SOP :



1
Memerintahkan penyusunan LKj Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

20 menit Disposisi

2
Membuat dan menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi kinerja
dari masing-masing bidang dan sekretariat

30 menit Nota Dinas

3

Menghimpun data target dan realisasi
kinerja/anggaran dari masing-masing
bidang dan sekretariat dan
menyampaikannya kepada Kasubbag.
Perencanaan dan Keuangan

1 Minggu Rekapitulasi data

4
Memeriksa dan mengkompilasi data dan
informasi kinerja yang telah terkumpul,
menganalisis dan membuat draft LKj

6  hari Draft LKj

5

Mengoreksi draft LKj apabila sudah benar
dan lengkap maka diserahkan ke Kepala
Dinas untuk ditandatangani. Apabila masih
ada kesalahan maka dikembalikan kepada
Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
untuk diperbaiki.

2 hari
Draft Final LKj yang 

telah diparaf

Panah balik 
mendakan draft 
perlu diperbaiki

6

Memeriksa laporan kinerja apabila disetujui
maka ditandatangani untuk disahkan dan
dikembalikan ke Kasubbag. Perencanaan
dan Keuangan untuk dicetak dan
digandakan. Apabila masih ada kesalahan
dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.

2 hari LKj PUPR
Panah balik 
menandakan draft 
perlu diperbaiki

7
Menyerahkan LKj kepada Kasubbag.
Perencanaan dan Keuangan untuk dicetak
dan digandakan.

20 menit LKj PUPR

8
Menggandakan serta menyampaikan
dokumen LKj ke bagian Organisasi dan
Inspektorat.

1 Hari
Tindak lanjut 
penyampaian LKj

Berlanjut ke 
prosedur surat 
keluar

Draft LKj

Draft Final LKj

LKj PUPR

LKj PUPR

Surat

Formulir

Data, Laporan Kegiatan, LRA, LRFK

Data, Laporan Kegiatan, LRA, LRFK, 
Pengukuran Kinerja

Mutu Baku

Keterangan
Sekretaris

Kasubbag. 
Perencanaan dan 
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